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ABSTRAK 

Digitalisasi layanan pemasyarakatan merupakan bagian integral dari 

pembaruan sistem peradilan pidana yang bertujuan meningkatkan efisiensi 

pelayanan, transparansi birokrasi, serta perlindungan hak warga binaan 

pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian telah 

menerapkan berbagai bentuk layanan berbasis digital, antara lain administrasi 

pemasyarakatan, layanan integrasi, remisi, dan penyampaian informasi kepada 

masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, optimalisasi digitalisasi layanan 

tersebut masih menghadapi sejumlah permasalahan yuridis dan teknis. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis optimalisasi digitalisasi layanan 

pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian serta 

mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis 

empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan dan penelitian 

lapangan berupa wawancara dengan aparatur pemasyarakatan dan warga binaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif digitalisasi layanan 

pemasyarakatan telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 

tentang Pemasyarakatan dan prinsip good governance. Namun, implementasinya 

belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, sarana 

prasarana teknologi, literasi digital, serta pengaturan teknis mengenai 

perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi 

pelaksana, peningkatan kapasitas aparatur, dan pengawasan berkelanjutan agar 

digitalisasi layanan pemasyarakatan dapat berjalan efektif, akuntabel, dan 

menjamin kepastian hukum. 

 

Kata Kunci: Digitalisasi Layanan, Pemasyarakatan, Analisis Yuridis, Hukum 

Pidana, Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian. 
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ABSTRACT 

The digitization of correctional services is an integral part of the reform of 

the criminal justice system, which aims to improve service efficiency, bureaucratic 

transparency, and protect the rights of inmates. Pasir Pengaraian Class IIB 

Correctional Institution has implemented various forms of digital-based services, 

including correctional administration, integration services, remissions, and the 

delivery of information to the public. However, in its implementation, optimizing 

the digitalization of these services still faces a number of legal and technical 

issues. This study aims to analyze the legal optimization of the digitalization of 

correctional services at Pasir Pengaraian Class IIB Correctional Institution and 

assess its compliance with applicable laws and regulations. The research method 

used is empirical legal research with a qualitative approach, through literature 

studies and field research in the form of interviews with correctional officials and 

inmates. The results of the study indicate that, normatively, the digitalization of 

correctional services is in line with Law Number 22 of 2022 concerning 

Corrections and the principles of good governance. However, its implementation 

has not been fully optimized due to limited human resources, technological 

infrastructure, digital literacy, and technical regulations regarding personal data 

protection. Therefore, strengthening implementing regulations, increasing the 

capacity of civil servants, and ongoing oversight are necessary to ensure the 

effective, accountable, and legal certainty of the digitalization of correctional 

services. 

 

Keywords: Digitalization of Services, Corrections, Legal Analysis, Criminal Law, 

Pasir Pengaraian Class IIB Prison. 
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